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PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

a.

1.

MOMOR 03 TAHUN 20608

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJIA DINAS -~ DINAS DAERAH

KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
mengenai Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol periu diatur dalam

Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol.

Undang - Undang Nowmor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indon&sia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara =
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Mcrowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960} sebagaimana telah :
diubah dengan Undmg—Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembe'nukan

Kanunmen Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomaor 78, Tambahan -

Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 3966);
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. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang ~ Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pzmerintahan Daerah menjadi Undang - Unda .g (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia- Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomot 4548);
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. Peraturan Pemermtah Nemor 100 Tahun 2000 Le*itang Pengangkatan

Pegawai  Negeri SmxI dalam Jabatan Sturuktural wembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lﬂmbaran Negara

Republxk Indonesia Nomor 4018) sebagaimanz telah diubah dengan

Peraiuran Permerintah Normior 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik -

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Indonesia Nomor 41 94);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemeriniahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi - dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonssia Tahun 2007 Notnor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujnan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAY KARY PATEN BUOL

Menetapkan

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN

. PERATURAN DAFRAI - TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daecrah sebagai unsur penyclenggara
Pemerintahan Daecrah. .

Kepala Daerah adalah Bupati Buol.

(%)

4. Dewan Perwakilan Rakyaf Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh

(94

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.

8. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.

9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Dacrah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Peiaksana Tugas
Teknis Dinas.

11. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB 11
ORGANISASI
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2
(1).Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas —Dinas Daerah Kabupaten.
(2).Dinas-Dinas Daerah Kabupateﬁ sebagimana diraksud dalam ayat (1) terdiri dari :
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol. -

Dinas Kesehatan Kabupaten Buol

o ®

o

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol .

P

Dinas Perhubungan, Kotnunikasi dan Informatika Kabupaten Buc!

Dinas Sosial Kabupaten Buol

=
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g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaien Buoi -

h. Dinas Koperasi, UMKM, Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol
i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol .

j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol

k. Dinas Kehutanan Kabupaten Buol |

I. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol.

m. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buoi -

n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol. -

Pasal 3

(1).Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas
(2).Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawan dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah Kabupaten

Pasal 4

(1).Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2).Dinas Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i
Bagian Kedua
Susunan Organisasi -
Pasal 5
(1).Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah terdiri dari Kepala Dinasj (satu) Sekretaris,
membawahi paling banyak 4 {empat) Bidang, Sckretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan
masing-masing Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
(2).Kepala Dinas Merupakan Jabatan Struktural Eszlon b, Sekretrais Eselon illa, Kepala Bidang
Eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepaia Scksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Eselon [Va
serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT Esclon IVb.
(3).Dinas Daerah Kabupaten dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu

atau beberapa wilayah kecamatan.

I



Pasal 6

(1).Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buo! sebagairsana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari -
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Perencunaan dan Program.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Sub Bagian Keuangan dan Asct.

Bidang Manajemen Pendidikan Dasar

o o

Bidarig Manajemen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
f  Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
g. Bidang Pemuda dan Olah Raga .
(2).Bidang Manajemen Pendidikan Dasar sehagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawabhi :
a. Seksi Pembinaan TK/SD '
b. Seksi Pembinaan SMF/PLB
c. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
(3).Bidang Manajemen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi sebagimana dimaksud ayat
(1) huruf d membawahi :
a. Seksi Pembinaan SMA/SMK
b. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
¢. Seksi Kerja Sama Pendidikan Tinggi
(4).Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e
membawabhi : |
a. Seksi Pembiﬁaan Pendidikan dan Anak Usia Dini
b. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
¢. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Mas;arakat
(5).Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebagaimana diamaksud ayat
(1) huruf f membawahi
a. Seksi Pembinaan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
b. Seksi Pembinaan Profes! Tenaga Pendidikan Nonformal dan Informal
c. Seksi Pembinaan Diklat dan Kemitraan
(6).Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf g membawahi :
a. Seisi Pembinaan Generasi Muda -
b. Seksi Pembinaan Olah Raga

c. Seksi Sarana dan Peningkatan Prestasi
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Pasal 7

(1).Dinas Kesehatan Kabupaten Buo! sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri

dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi !

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Bina Pengembangar Sistem dan SDM Kesehatan
d. Bidang Pelayanan Medik, Farmasi dan Alkes
e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
_f. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
(2) Bidang Bina Pengembangan Sistem dan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf ¢ membawahi :
a. Seksi Pengembangan Sistem Kesehatan
b. Cfcksi Data, Informasi dﬁn Litbang
c. Seksi Pengembangan SOM Kesehatan dan Dikiat
(3).Bidang Pelayanan Medik, Farmasi dan Aikes sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d
membawabhi ;
a. Seksi Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan
b. Seksi Kesehatan Khuzus
¢. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan
(4).Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf e membawabh; :
a. Seksi Kesehatan Keluarga
b. Seksi Gizi dan Kesehatan Komunitas
c. Seksi Promosi Keschatan dan Pembiman Masyarakat
(5).Bidang Bina Pengendalian Penwl\lt dan Penvehatan me,l\ur\ ran qohon aimana diamaksud ayat
(1) huruf f membawahi :
a. Scksi Pengendalian Peayakit
b. Seksi Survei Lans, Epima dan Kesehatan Matra

¢. Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 8

(1).Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buo! sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf ¢
terdiri dari
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawani :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
6



Ly i e e i

ot

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
¢. Bidang Pengendalian dan Jasa Konstruks;
d. Bidang Bina Marga
e. Bidang Cipta Karja
f. Bidang Pengairan

(2).Bidang Pengendalian dan Jasa Konstruksi  sebagaimana dimaksud cayat (1) huruf ¢
membawahi:

a. Seksi Evaluasi dan Pengendalian
b. Seksi Jasa Konstruksi
c. Seksi Data dan Informas;i
(3).Bidang Bina Marga sebagimana dimaksud ayar (1) hurul'd membawahi -
a. Seksi Jalan
b. Seksi Jemabata )
¢. Seksi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
(4).Bidang Cibta Karya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi -
a. Seksi Pengembangan Wilayah Strategis dan Infrastruktur Pedesaan
b. 3eksi Baugunan dan Gedung
c. . Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersii
(5).Bidang Pengairan sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawahi -
a. Seksi Irigasi dan Air Baku
b. Seksi Penanganan Suryai, Danau, Suniber Daya Air dan Pengendalian Banjir

. : vy A
. Seksi Operasi dan Pemelihfaan
Pasal 9

(1).Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(2) huruf d terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi

1. Sub Bagian Perencanaan dan Progiam.

S

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(95 )

Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Penataan Ruang |

d. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

e. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan

f. Bidang Kebakaran dan Pekuburan )

(2).Bidang Penatean Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi -

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
b. Seksi Survey dan Pemetaan

c.  Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-
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(3).Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagimana dimakeud avat (1) huruf d
membawabhi :
a. Seksi Penertiban Bangunan dan Perizinan
b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruung

¢. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan

(4).Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawabhi:

a. Seksi Pengembangan Perumahan _ ;
- : i
b. Seksi Lingkungan Perrnukiman : ‘

: : |
c. Seksi Sarana dan Prasarena Perumahan

k (5).Bidang Kebakaran dan Pelcuburan sebagaimana diamaksud ayat'(l) huruf f membawah; :
]
a. Seksi Kebakaran .

b. Seksi Pekuburan

TR

c. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Pekuburan.
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Pasal 16

(1).Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bucl sebagaimana dimaksud

E dalam pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari -
E a. Kepala Dinas |
1 b. Sekretaris membawahi :
_ 1. Gub Bagian Perencanaan dan Program.
‘ 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
f 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset,
i ¢. Bidang Perhubungan Darat
:. d. Bidang Perhubungan Laut
e. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

. Bidang Komunikasi dan Informatika

' (2).Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawabhi
: ©a Seksi Manajemen Lalulintas
| b. Seksi Angkutan dan Prasarana

¢. Sehsi Keselamatan dan Teknis Sarana
(3).Bidang Perhubungan Laut sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi
a. Seksi Lalulintas Perhubungan Laut i
b. Seksi Kepelabuhanan

¢. Seksi Keselamatan Pelayaran .

]
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(4).Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufe
membawabhi : '
a. Seksi Kebandarudaraan
b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan
c. SeksiPos dan Telekomunikasi |
(5).Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawabhi -
a. Seksi Komunikasi
b. Seksi Tehnclogi Inforinatika )

c. Seksi Perizinan

Pasal 11

(1).Dinas Sosial Kabupaten Ruol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri

dari:

T e

a. Kepala Dinas

b. Selretaris membawah

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umuin
4 Sub Bagian Keuangan dan Aset,
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosia]

d. Bidang Bantuan Jaminan Sosial

N M AN 52, e 5% T 0 TS
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e. Bidang Pelayanan dan Rehabiiitasi Sosial

f. Bidang Bina Potensi Sosial

S

(2).Bidang Usaha Kesejahteraan Sosizl sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi -

| a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga
b. Seksi Rimbingan Sumbaugan Sosial

¢. Seksi Penyuluhan Sosial ‘
. (3).Bidang Bantuan Jaminan Sosiai sebagimana dimaksud ayat (1) buruf d membasahi -
a. Seksi Kessos Fakir Miskin dan Jaminan Sosial -

! b. Seksi Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial

‘ c. Seksi Jaminan Sosia! Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

(4).Bidang  Pelayanan dan Rehabilitasi  Sosiaj sebagaimana  dimaksud ayat (1)
~ membawahi:

\

huruf e

a. Seksi Pelayanan Kessos Lanjut Usia, Anak dan Rernaja
b. Seksi Rehabilitasi So:#iul, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial
¢. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba (Napza)
! (5).Bidang.Bina Potensi Sosial sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf  membawah;i :

a. Seksi Pengembangan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

c. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial.
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Pasal i2

(1).Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol se
ayat (2) huruf g terdiri dari:

a. Kepala Dinae

bagaimana dimaksud daiam pasal 2

b. Sekretaris membawahj -
L. Sub Bagian Perencansan dan Program,
Sub Bagian Kepegawaian dan Umup
4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. B‘idahg Transmigrasi

d. Ridang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
e. Bidang Pembinaan, Pengawasan Hubungan Industrial dan Keten

aga Kerjaan,
(2).Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1

) huruf ¢ membawah; -
a. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Transmigrasi
' ¢. Seks:i Pengembangan Investus; Daerah Teransmigrasi
: (3).Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivi

tas Tenaga Kerja sebagimana
dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :

a. Seksi Penempatan Tenaga Ierja dan Perluasan Lapangan Kerja

b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

§ Glie oot Ao b s bt g

C. Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal
(4).Bidang Pembinaan, Pengawasan Hubungan Industrial ¢

an Ketenaga Kerjaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf e membawah; -

G

a. Seksi Bina Upah, Syarat-syarat Kerja dan Hubungan Industrial

b. Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan

¢. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Arak

i Pase s A Lt bl S C s
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Pasal 13

fkl).Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan K
-~ dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari-

abupaten Buol sebagaimana

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahj -
| 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
¢. Bidang Koperasi
; d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
£, Bidang Perindustrian

P f Bidang Perdagangan




(2). Bidaug Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi :
a. Seksi Kelembagaan '
b. Seksi Bina Usaha Koperasi
c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
(3) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagimana dimaksud ayat i’l) huruf d membawahi:
a. Seksi Penumbuhan Iklim UMKM
b. Seksi Permodalan UMKM
-¢. Seksi Monev Pemberdayzan UMKM

P

vy

i (4).Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi :

a. Seksi Iklim Usaha Industri

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri

c. Sekst Pengembangan Teknologi Industri

; (5).Bidang Perdagangan sebagaimana diamaksud ayet (1) buruf f membawah
a. Seksi Iklim Usaha Perdagangan

b. Seksi Pengiembangan Eksporf Import

¢. Seksi Pasar dan Perlindungan Konsumen
s ? Pasal 14

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
2  (2) huruf i terdiri dari:
‘ a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program. | '
3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum .
4. Sub Bagian Keuangan dan Asef. ' ' ]
¢ ¢ Bidang Kebudayaan | )
d. Bidang Sejarah dan Purbakala |

An sl

e. Bidang Kepariwisataan i

(2).Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi : I
a. Seksi Tradisi Perfilman dan Nilai-nilai Budaya i5
b. Seksi Kesenian :
- ¢ Seksi Kemitraan Lembaga Adat dan Masyarakat H
;(3) Bxdang Sejarah dan Purbakala sebagimana dimalcsud ayat (1) huruf d membawahi -
a. Seksi Inventarisasi dan Dokurnentasi Sejarzh o

b. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Purbakala
¢. Seksi Pergelolaan Museumn % ;

(4) Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud wal (1) huruf e membawahi :
v a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Periwisata
“b. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Wisata

c. Seksi Perizinan Usaha Pariwisaia
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Pasal 15

(1).Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam
- pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari:
. 2 Kepala Dinas

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Kepegawaianti dan Umum

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

¢. Bidang Sarana dan Prasarana Agribisnis

L4 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Perkebunan

Bidang Peternakan

[2).Bidang Sarana dan Prasarana Agribisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi :
. a. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Permodal

4 b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Jan Mesin Pertanian

c. Seksi Keiembagaan Petani, Pengelolaan Lahan dan Air

3).Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi;
2. Seksi Benih dan Bibit '

b, Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

c¢. Seksi Perlindungan TPH

F).Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi : -
a. Seksi Pembenihan dan Pembibitan

b. Seksi Produksi Perkebunan

c¢. Seksi Bina Usaha dan Rehabilitasi Perkebunan

5)Bidang Peternakan sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawahi = °

a. Seksi Perbibitan Ternak

b. Seksi Prcduksi Tenak

c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 16

1).Dinas Kehutanan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf k
terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi : -
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.




i ¢. Bidang Penatagunaan Hutan
g d. Bidang Pembinaan Hutan dan Hutan Tanaman

;;, . Bidang Pemanfaatan Hutan

f Bidang Perlindungan dan Pengawasan Hutan

3.-: Bldang Penatagunaan Hutan sebagalmana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi :

‘Ja Sekst Perpetaan

- b. Seksi Inventarisasi Hutan

c.. Seksi Survei dan Penatagunaan Hutan

,:'.Bidang Pembinaan Hutan dar Hutan Tanamen sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d
- membawahi : |

a. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

* b. Seksi Hutan Tanaman

- ¢ Seksi Bina Hutan Kemasyarakatan

4) Bidang Pemanfaaran Hutan sebagalmana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi
- a. Seksi Produksi dan Exploitasi
. b. Seksi Aneka Usaha

¢. Seksi Peredaran Hasil Hutan

?5) Bidang Perlmdungan dan Pengawasan Hutan sebagaimana diamaksud ayat {1) huruf f
. membawahi :

a. Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hutan

c. Seksi Penegakkan Perundang-undangan / POLHUT

Pasal 17

(l).Dinas Peﬁambangan dan Energi Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(2) huruf { terdiri dari:

a. Kepala Dinas

R ey T e o,

e

b. Sekretaris membawabhi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Pertambagan Umum

a o

Bidang Mineral dan Migas
Bidang Energi
Bidang Geologi-

iz




2. Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawabi :
a. Seksi Perizinan Bahan Galian
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Perta mbagan
c. Seksi Penetapan dan Pengawasan Wilayah Konservasi Air Tanah
(3). Bidang Mineral dan Migas sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
a. Seksi Penelitian dan Pengkajian
,b. Seksi Produksi dan Usaha

c. Seksi Pembinaan dan Pergawasan Usaha Hilir Mi gas Dumi i
X ) |

(4).Bidang Energi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 2 membawahi -
a. Seksi elistrikan
b. Seksi Pengembangan Encri. ‘ !

¢. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Izin Usala Kelistrikan

(5)Bidang Geologi sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawahi :
-~ a. Seksi Inventarisasi Geologi dan Sumnber Daya Mineral ; i
b. Seksi Pzngawasan Kawasan Rawan Bencana
¢. Seksi Peta dan Deteksi Dini.

Pasal 18

i
(1).Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud daiam pasal 2 ayat (2)
huruf m terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dai Program.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

A o

‘Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

o

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

2).Bidéng Kelantan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢

. membawahi ;-
. a. Seksi Sumber Daya Keldutan | )
 b. Seksi Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau X ecil

. ¢. Seksi Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut

14




) Bidang Purikanan Tangkap dan Budidaya sebagimana dimaksud avat (1) harui’d raembawahi
g 2. Seksi Budidaya Perikanan Laut, Air Payau dan Air Tawar
L b. Seksi Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap

E . Seksi Pembinaan Potensi dan Alokasi L.ahan Budidaya Perikanan

).Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumbcr Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :

"2 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Ekosistera Lailt

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Beni dan Induk, Obat Tkan dan Bahan Baku

¢. Seksi Pengendalian Mutu Eksport Hasil Perikanan

(5).Bidang Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana diarnaksud ayat (1) huruf f membawahi :
a. Seksi Kelembagaan Kelompok Nelayan dar Perbenihan

;‘ b. Seksi Bina Produksi, Pengclahan Hasil Pertkanan dan Pemasaran

¢ Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha Perikanan

\

f Pasal 19

(1).Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Buol sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) hurut n terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Ierencanaan dan Program.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Pendapatan

e o

Bidang Anggaran |
Bidang Akuntansi -

f. Bidang Aset dan Investasi

@

%:2).Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ membawahi
- a. Seksi Pendataan dan Penetapan

g b. Seksi Penagihan

E c. Seksi \r'efiﬁkasi dan Pengawasan Pendapatan / Pencrimaan

‘3).Bidang Anggaran sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :

a. Seksi Penyusunan Angarin -
b. Seksi Peugendalian dan Pengesahan Anggaron '

¢. Seksi Pembiayaan




(4).Bidang Akuntansi sebagaimana dlmakqud a'mt ( ) huruf e membawahi -

a. Seksi Pembukuan

b. Seksi Perhitungan dan Pela poran

c. Seksi Verifikasi .

(5).Bidang Aset dan Investasi sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawahi -

a. Seksi Manajemen Aset

b. Seksi Investasi

c. Seksi Analisa Kebutuhan

'.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai -uraian tugas pokok dan fmv gst Dina-Dinas Dacrah Kabupaten

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl

Bagian lcetiga
Tata Kerja
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi mensrapkan prinsip — prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi  baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok

masing-masing .

' (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lmgkungm Dinas Daerah Xabupaten wajib

melaksanakan pengawasar melekat .

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan. tugas-tugas Kepala Dinas sesuai
Peraturzn Perundang-undangan yang berlaku .

(2) Dalam hnl Sekretaris berhalangan tugas-tugas para Kepala Bxdm.o Berada dalam koordinasi
seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mcmpcrhatikan senioritas

dalam dattar urut kepangkatan (DUL).

Pasal 23
(1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing — masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktanya. -
(2). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan schagai bahan penyusunan laporan serta untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya.
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(a

Bagian Keempat
Struktur Organisasi Dinas Daerah _i(ﬁbnpatén
Pasal 24
Struktur Organisasi masing-masing Dinas Kabupaten adelah sebagaimana .ereariuin dalam

lampiran 1 s/d 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerali ini
Y

. BARB I1I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan [Jaerah ini mulai berlaku pada tanggal umwdnmrkan

[

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

enempatai nya dalam Lembaran Daerah IKabupaten Buol
mp y |

Ditetapkan di Buol
pada.ymnézsmi«, 12 Pebruari 2008

" Diundangkan di Buol
»ﬁ‘l\l\z Pebruan 2008

L/ \\

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
. TAHUN 2008 NOMOK 03

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007. tentang .




e TANGGAL 12 PEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN P:MUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

DASAR

S

KERJA SAMA PENDIDEAN TINSGH

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT

UPTD

SARANA DAN PENINGKATAN
PRESTASI

[
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL SEKRETARIS
i
[ SUB BAGIAN r SUB BAGIAN SUE BAGIAN
PERENCANAAN DAN § .
b : KEPEG DAN UMU} KEUANG ASET
! PROGRAM | | KEPECAWAIAN DAN UMUM UANGAN DAN
| ] _ I l i .
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG g
. MANAJEMEN MANAJEMEN PENDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
ENDID!KA'\: DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN DAN INFORMAL TENAGA KEPENDIDIKAN i
. i . _ { _ MmE ._i
. SEKs) . SEKS! SEKS! ] SEKSI SEKS]
| PEMBINAAN TKiSD | PEMBINAAN SMA / SMK || PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK PEMBINAAN PROFESI PENDIDIKAN DAN | | PEMBINAAN cENERAS: MUDA §
S USIA DINI TENAGA KEPENDIDIKAN 1
T ~ — - "\
D:MBSEKS: SEKSI ! SEKSI SEKSI SEKS!
| PEMBINAAN SMP/PLB ' PEMBINAAN PROFESI TENAGA PEMBINAAN OLAH RAGA
L PEMBINAAN PENDIDI - _
, T KURNCULUM PENDIDIKAN MENENGAH PEMBINAMSE PERDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN
. Y KESETARAAN )
b o INFORMAL
T ' ' ]
= SEKSI L SEKSI SEKSI _ SEKSI SEKS
KURIKULUM PENDIDIKAN PEMBINAAN KURSUS DAN PEMBINAAN DIXLAT DAN KEMITRAAN




STRUKTUR ORGANISAS]

K e ;~-.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

d UARI 2008
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
[~ [
BIDANG 'BIDANG
SINA PENGEMBANGAN S1STEM PELAYANAN MEDIK, FARMAS]
DAN SDM KESEHATAN DAN ALKES
. T . —
- K i
[“ SEKS] SEKSI
L PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN MEDIK DASAR
1 KESEHATAN DAN RUJUKAN
f SEKS] SEKS!
- DATA, INFORMASI DAN LITBANG KESEHATAN KHUSHS
I AR N SR ]
L SEKS| ——— SEKSI T
- I PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN FARMAS! DAN ALAT |
DAN DIKLAT KESEHATAN i

———

T A a . o e rvra—"

Cmaand

SEKRETARIS
L - I — )
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DAN ASET
SAN DAN
| PROGRAM UMUM KEUANGAN v
L I
| BIDANG ! BIDANG '
'BiNA KESEHATAN MASYARAKAT E BINA PENGENDALIAN PEN ;f\}&iT DAN g
DAN PROMOS] KESEHATAN : PENYEHATAM UNGiEU"GAN §
— — B — T
SEKs) — ] SERST
B KESEHATAN KELUARGA ' PENGENDALIAN PENYAKI
L | P : ]
T SEKS] ] r SEKS! :
| survE EPIDIOMOLOG!  DAN
] GiZI DAN KESEHATAN KOMUNITAS , L_~§ Sk @J;}';gé:‘m;cv LATRA
: . M
__._f‘ SEKS| E ;"—"" 5‘—:;,{3;” NG
PROMOSI KESEHATAN DAN - —1 e MYELATAN LR GHUNGAN
} -

L PEMBINAAN MASYARAKAT

-
a




STRUKTUR ORGANISASI =
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUOL.

KEPALA DINAS

1
[ |
KELOMPOK JABATAN ~ SEKRETARIS
FUNGSIONAL - ! :
= v _ .
SUB BAGIAN - SUB BAGIAN sUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DAN KEWANGAN DAN ASET |
PROGRAM UMUM : i
[ I | i g | %
BICANG e
BIDANG BIDANG BIDANG ¢
PENGENDALIAN 2 JASA or i A GAIRAN :
! - IETAKARYA, PENGAIRA {
KONSTRUKSI - BINAMARGA C!PTAKARYA E ) g
: T I o - T ——

SEKSI 7 SEKSI * SEKS] SEKSH '
] - PENGEMBANGAN WRAYAH . e i
EVALUASI & PENGENDALIAN JALAN : STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR IRIGAS! DAN AIR BAKU g
‘ PEDESAAN . i
SEKSI SEKSI ' B e SEKSI ~SEKS] 4
e Kot Kl B : ' PENANGAN/‘«»\ SUNGAI, ZANAU, |
SASA KEINSTRUKS " JEMBATAN | ——{  BANGUNAN DAN GEDUNG “SUMBER DAYAAIR DAN |

. i . ‘ PENGENDALIAN BANJIR
T SEKSI SEKSi P SEKS! - ” .
DATA & INFORMASI SARANA DAN PRASARANA | SARANA Dm PRASARANA AR | qtrf Si |
: ‘ KEBINAMARGAAN { ! BERAN OPERASH & P AELIBARAAN- ]
N , |

UPTD




“STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KABUPATEN BUOL

K‘PALAINNAS

l ]
~ KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNG&ONAL
N l
[ I ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN . KEPEGAWAIAN DAN
PRCGRAM UMUM KEUANGAN DAN ASET
[ 3 A I ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENATAAN RUANG PEMARNFAATAN DAN SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN DAN PEKUBURAN
PENGENDALIAN RUANG PERUMAHAM P  a :
B 7 - ] 1
SEKS] SEKS| SEK3I - SEKS]
PERENCANAAN S :
PENERTIBAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ] 3
TATA RUANG CERIZINAN PERLINEANZTY KEBAKARAN
SEKST SEKSI SEKS! “SEKSI
SURVEY DAN PEMETAAN R » -
PENGENDALIAN PEMANFARTAN LINGKUNGAN PERMUKIVAN PEKUBURAN
RUANG
5 L -
SEKSI T SEKSI SEKSI SEKS!
MONITORING, EVALUAS! DAN ! TATA BAGUNAN DAN SARANA DAN PRASARANA . SARANA DAN PERASARANA
PELAPORAN LINGKUNGAN PERUMAHAN Keay «&ARAN DAN PEKUBURAN
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STRUKTUR ORGANISASI
- DINAS PERHUBUNGAN 'KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BUOL.

KEPALA DINAS

l

|

DAN TEKNIS SARANA
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
[ __ L -
SUB BAGIAN SIJB BAGIAN SUB BAGIAN
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PROGRAM UMUM ,
[ T L ) .
BIDANG BIDANG BIDANG PERHUBUNGAN UDARA, BIDANG KOMUNIXAS! DAN 1
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN BUOL

s s e L

KEPALA DINAS i

— o ——

l L
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]
i 1 1
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A ({ I 1 .
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG i
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STRUKTUR ORGANISAS! ;
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL

KEPALA DINA3

i | |

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEXRETARIS
— -
. — - {i 1
SU3 BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAN UMUM KEUANGAN DAN ASET
[ [ - E—
BIDANG N BIDANG . ~ BIDANG
TRANSMIGRAS! PENEMPATARN, PERLUASAN, PELATIHAN DAN PEMBINAAN, PENGAWASAN HUBUMNGAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN.
_ 7 T A ~ -
[ SEKS]I SEKSI ' SEKSI
PENYIAPAN PERMUKIMAN PENEMPATAM TEMAGA KERJA DAN BINA UPAH, SYARAT-SYARAT KERJA
PDAN PENEMPATAN : PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TRANSMIGRAS] . '
o SEKS] SEKS] SEKSH
| PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS PENGAWASAN
i " TRANSMIGRAS! TENAGA KERJA KETENAGA KERJAAN
SEKS] SEXKST ‘ o . SEKS! ' !
1  PENGEMBANGAN INVESTASI o s enman st e b ' PERLINDUNGAN TENAGA KERJA |
! i JSRHA MANDIRI DAR SE F ‘ : |
DAERAH TRANSMIGRAS! - 1Y MARDES DRN SERIOR INFGRMA. o WANITA DAN ANAK |
UPTD
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'STRUKTUR ORGANISAS| R |
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUOL

MY 1S CEDTNUARNTT 200G

KEPALA DINAS i

[
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
— _ — ]
SUB BAGIAN SUE BAGIAN SUB BAGIAY
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
PRCGRAM | UMUM ASET

[ I I ‘ 1 .
BIDANG BIDANG - BIDANG BIDANG {
KOPERAS] USAHA MIKRO KECIL 8 MEMNEMNGAH] - -PERINDUSTRIAN  ~ PERDAGANGAN 5
L i ;

7 ] i T
SEKS] ] SEKSI SEKS] SEKSI
KELEMBAGAAN ' PENUMBUHAN IKLIM UMKM IKUM USAHA INDUSTRI IKLIM USAHA PERDAGANGAM ;
— — : : s
SEKS] SEKSI SEKS! "~ SEKSI ;
BINA USAHA KOPERAS! - | PERMODALAN UMKM - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN EKSPORT - |
' 1 ¢ INDUSTRY IMPOR ;
SEKS] SEKSI T SERS] 1 SEKSI [
PEMBIAYAAN DAM SIPAN .. MONZYPEMBERDAYAANUMKM | PENGEMBANGAH TEKMOLOG! —PASAR DAN PERLINDUNGAH |
' PINJAM ' o INDUSTRI sl ~~ KONSUMEN i
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BUOL
KEPALA DINAS
[ 1
KELOMPOK JABATAN . SEXRETARI S
FUNGS!ONAL
Mt dhoptintluddol T —_—
I I s ISR
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCAN2AN DAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN ASET
PROGRAM UMUM »
[ T 1
BIDANG BIDANG BIDANG
KEBUDAYAAN

SEJARAH DAN PURBAKALA

T D e

j } : !
— : =
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SEKS; SEKSI T T SEKST =
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SEKSi ! SEKSI "SEKS) ]
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETER“\!AKAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

UPTD

1
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
. if
. T —
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAN UMUM KEUANGAN DAM ASET
L I - 4 |
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; R A
SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN PETERNAKAN
AGROBISNIS HORTIKULTURA

i I 1 ’,____J

SEWST ] SEKSI SEKSI B ~ SEXS!

| PENGOLAHAN, PEMASARAN BENIH DAN BIBIT [ PEMBCNIEAN DAN | | PERBIBITAN TERNAK
DAN PERMODALAN : PEMBIBITAN
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